BAB III

PENUTUP

A. Kesimpulan

Setelah dilakukan penelitian dan analisis menggunakan teori dan

konsep dari hukum positif maka dapat disimpulkan sebagai berikut:

Terdapat perbedaan pendapat antara para ahli (psikiater) tentang

dissosiative identity disorder (DID). Disatu sisi mengatakan bahwa
dissosiative identity disorder (DID) termasuk Pasal 44 Kitab Undang-
undang Hukum Pidana dimana setiap perbuatan yang dilakukan oleh
penderita  dissosiative  identity  disorder (DID) tidak  dapat
dipertanggungjawabkan. Berdasarkan hal tersebut,maka terhadap pelaku
kejahatan penderita dissosiative identity disorder (DID) dilindungi Pasal
44 Kitab Undang-undang Hukum Pidana yang berbunyi:

(1) Barangsiapa melakukan perbuatan yang tidak dapat
dipertanggungjawabkan padanya, disebabkan karena jiwanya
cacat dalam tumbuhnya (gebrekkige ontwikkeling) atau
terganggu karena penyakit (ziekelijke storing), tidak dapat
dipidana.

(2) Jika ternyata bahwa perbuatan tidak dapat

dipertanggungjawabkan padanya disebabkan karena jiwanya
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cacat dalam tumbuhnya atau terganggu karena penyakit, maka
Hakin dapat memerintahkan supaya orang itu dimasukkan ke
dalam rumah sakit jiwa, paling lama satu tahun sebagai waktu
percobaan.

(3) Ketentuan tersebut dalam ayat (2) hanya berlaku bagi

Mahkamah Agung, Pengadilan Tinggi dan Pengadilan Negeri.

Bagi pihak yang setuju dengan pendapat ini tentu saja aparat
hukum telah keliru dalam memutus perkara kejahatan yang dilakukan oleh
penderita dissosiative identity disorder (DID), apalagi sampai memvonis
pidana mati.

Sementara disisi lain berpendapat bahwa penderita dissosiative
identity disorder (DID) dapat dimintai pertanggungajawaban. Karena
dissosiative identity disorder (DID) bukan merupakan gangguan mental
berat. Sehingga setiap perbuatan yang dilakukan masih disadari oleh
penderita dissosiative identity disorder (DID) dan masih dapat dimintai
pertanggungjawaban.

Sekalipun pelaku kejahatan penderita dissosiative identity disorder
(DID) dapat dimintai pertanggungjawaban, sebaiknya aparat hokum tidak
memvonis dengan pidana mati karena jelas-jelas pidana mati bertentangan

dengan Hak Asasi Manusia.
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B. Saran

1.

Diharapkan kepada aparat hukum terutama penyidik dapat lebih teliti
lagi dalam menganalisa kasus-kasus yang diduga dilakukan oleh
penderita dissosiative identity disorder (DID). Terlebih lagi, jangan
terlalu mudah menjatuhkan pidana mati terhadap kejahatan yang
dilakukan penderita dissosiative identity disorder (DID).

Kepada psikiater yang memeriksa apakah individu yang melakukan
kejahatan menderita dissosiative identity disorder (DID) atau tidak,
diharapkan lebih teliti dan sungguh-sungguh dalam memeriksa
individu tersebut. Karena apabila kesalahan diagnosa terjadi ketika
vonis pidana mati sudah dijalankan, maka secara tidak langsung

menghilangkan nyawa orang yang tidak bersalah.
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